
SALINAN

KOMISI PEMTLIHAN UMUM
I{ABUPATEN BLORA

I(EPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN T'MUM I{ABT'PATET{ BLORA

NOMOR L2A4 TAHUN 20/24

TENTANG

PEMBERIIENTIAT{ SURATNO

DARI ANGGOTA PAI{ITIA PEMILIHN{ KBCAMATAN SAMBONG

DALAM PEMILIHAN GUBERI{T'R DAN WAKIL GUBERITUR JAWA TENGNI

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TATIUN 20.24

KETUA KOMTSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2A22 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora Nomor : 2Ol /PP.O4.2-BA/ 33t6 I 2024 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sambong dan Anggota

Panitia Pemungutan Suara Desa Ledok Kecamatan Sambong

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian

Suratno dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sambong

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

serta Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2A24.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Mengingat



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2A2A tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2074 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a71;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun zAW tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2A23 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ot9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A23

Nomor 3771;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2A22

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhac

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2A24 tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2A24 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2AZ2

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
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Menetapkan

KESATU

Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024

tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan

Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7 . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 921

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun

2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 934

Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Blora untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2024.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN BLORA

TENTAITG PEMBERIIENTIAN SURATNO DARI ANGGOTA

PAIVITIA PEMILIIIAN I(ECAIIATAI'I SAIIBONG DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN trIAKIL GUBERNUR JAWA

TENGAH SERTA BUPATI DAN WATUL BUPATI BLORA TAHUN

20.24.

Menetapkan memberhentikan Suratno dari Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan Sambong dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2024.
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KEDUA

Salinan sesuai dengan aslinYa
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 31 Oktober 2O24.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

rtd,

UNDI HURII{TAI{ ARY KURNIANTO

J


